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Mengingat 1. Undang-'gsdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan I'iegara yang Bersih dan Beba.s
dari Korupei, Kolusi (an Nepotisme (Lembaraa

,. .Negara Republik Indorlesia Tahun 1999 Nomor
75, Tapobahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nbmor 3851):

2. Undang-Undang Nomgr 9 Tahun 2001 tenrang
Pgmbelrtukaa l(ota . Qmahi (Lembaran Negara

. Republlk Indonesia Ta-hun 2001 Ncmor 89,. Tambahan Lembai.an Negara Indonesia Nomor
4Lt6l;
Undangjuirdang Nomoi 12 Tahun 2003 tentang'Keuang-al llbgara (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahar
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nonror
4286]I.,

Uildaflg-Ufldaflg Nofilof 1 Tahun 2004 tentilflg
Perbendaliaraan i',legara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Ta mbahan Lernbaran f,legara Republik Indone sa
Nomor 4355);

4.



I

:

5, Undar,,g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang
Pemerinta.h,an Daerah (Lembaran Nega.i
Republik Indonesia,fahun 2014 Nomot i++,
Tambahan Lembaran i\egara Republik Indonesia

. ry9mor 5587) sebagairnana telah beberapa kali
dtubah terakhir dengan Undang-Untlang Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Unda::.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerqh (Lembaran Negati
Republik Indonesia Taliun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia

6.

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pe:imbarrgan Keuangan ant:dra pemerintai
Pusat dun pemetintahan Daerah (Lembaran
Nega:a. Republik Indodesia Tahun 20b4 Nomor
.126, .Tambaiar.n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
PeraturaJr Pemerintah Nomcr Sg Tahun 2005tentarg Pengelolaan Keuaagan Daerah
(Lembaran Ne(ara Republik Ind.onesia Tahrrn

?005.I9To1 140, Tambahan Lembaru:r Negara
Republlk Indonesla Norrior 4E?g);
Penturan Pemerintah ltomor SS Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan pemerintai Antara
Pemerintah, Pemerintallan Daerah provir: si danPemerintaharr Dae4ah Kabupaten/Kota
(Lernbaran Negara Re$ubfik Indonesia Ta]run
2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4737);

8.

9, Peratu.ran Pemerintah ;Nomor 2 Tahun 2012
tefltaflg Hlbalr Daerph (Lpmbara{i Nug*"
Republik Indonesia ?ahun . 2012 Nomor S,
Tambaheur Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 5272); I

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

, Tahun 2006 tentang. Pedoman pengeiolaan
' Keuangad Daeran, setiagaimana telah diubah

beberapa kaJi terakhir dlengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Ilomor 2I Ta-hun 20 1 1 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturar Menteri Dala:rl
Negeri Nomor i3 Tahu4 2006 tentang pedoman
Pengelolaa:r Keuangan I Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahrln 201 1 Nomor 310);

i



I l. PeratutEn Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2Ol1tentang p(doman pemberian Hibah' . dan Bantuan Sosial yang tsersumber dari
Anggaran pendapatan dan Bela:tja Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011' Nomor 450) sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan lvlenteri Da.l.am Negeri Nomor 39
Tahun 2011 tentang perubahan geraruran
Menteri Dalam Ncgeri r Nomor 32 Tahun 201 I
tentang Pedoman pembpriah Hrbah dan Bantuan
Sosial Yang Bbrsumber Dari Anggaran
Pendapatalr Beianja Dagrah ;

12. Pei'aturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun
20 !3 tentang Pokok-pokok pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cimaht Tahun 2013 Nornor 15g);

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tal:un
2008 tentang Urusaa pemerintahan Daerah Kota
Cimahi (Lembaran l)aerah Kota Cirnahi Tahun
2008 Ncmor 86 Sei"i D);

14, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor g Tahun' 2008 tentang Dlnas Daerai Kota Cimahi
(Lembaran Daeral-r Kota Cimahi Tahun 200g
Nomor' 89 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2011 tentang perubahan AtaS peraturan
Daerah gota Cimahi Nomor g Tahun 2OOg
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 20 1 1 Nornor I 15
Seri D);

15. Peraturan Daerah Kote. Clrnahi Nomor 9 Tahun
2OO8 tentang Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Cimalti (Lembaran Dae.rah Kota Cimahi Tahun
2008 Nomor 90 Seri r.D) sebagaima:ra telah
diubah dengan Peraturqn Daerah Kota Cimali
Nomor 3 'Iahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturar Daerah Kota Cimahi Nomor 9 'Lahun
2OO8 tentang Lem.baga Teknis Daerah dan
iGntor F'elayarran Pepizinan Terpadu Kota
Chxahi (Lcmbaran DaerF.h Kota Cimahi Ta}un
2011 Nornor 116 Seri D);



16. Peraturan Daerah Kotd Cimahi Nomor 11 Talun
1906. 1.1** Kecama,tan aan returatran Xiaumanl (Lembaran Dabrah Kota Cimahi Tahun2008 Nomor 92 Seri D) sebagaiman, ;;i;diubah dengan peraturan Daerah fota CimJi' Nomor 5 Tahun 2OI2, tentang perubahan atas
Peraturan Daerai Kota Cimahi Nomor.1l i;;;
2008, tentang Kecamaiaa da-rr Kelurahaa Kota
liunahi (Lembaran Daerah Kota Cimairi Tahun
2012 Nomor 142 Seri D);

17. Peraturan Daerah. Kota Cirnahi Nomor 2 Tahun
2009 - tentang penyelenggaraan p.f.y"n*
Terpadu.satu pintq di Kota-Cimahi (L.;1;;
Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97 Seri
D);

MEMUTTTSXAN:

; PERAAI,RAII WALIIToTA TENTANG TATA CA,RAPENGANGGABAI,T pgl,axsAi,rliAn -- -ii"*
PENATAUSAIIAAN, PER"AI{GGUNG.IAWABAN ;;NpELApoRAII SERTA MON4oRING DAN pv:atuasr
IrBaH DAN TANTUAN soprArJ vaxi gER.q.s;L
DARI ANGGARAI{ PE!{DAbAfAN oerc aiiAN}a
DAEMII KOTA CIMAHI

Melretapkan

1,

B^el3 t
I{Ef,ENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Walikota Cimahi, dan perangkat daerah
Kota cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintaian daerah.
Walikota a(alah Wallkgta Cjmahi. t,

Keuangan Daerah adalah scmua hak dan kcwqJiban daereh dalarn
rangka penyele ggaraan pemerintahan daerah ya,ng dapat dinilai
dengan uang termasuk dldalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungaa dengan hak da:,r kewajiban daergh tersebut.
Angg.,rar Pendapatan d.an Beianja Daerah yarrg selanjutnya disingka.t
APBD adalah reflcana keuangan tahrrnan pemerintahan Kota Cimahi
yarg dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah da-n

DPRD, dan ditetapkan dengan per aflrran daerah.

Pejabat Pengeloia Keuangarr. Daerah yang lelanjutnyr. disingkat PPKD
adalah kepala satuan keda pengelola k;uangan daerah vang
memprrnyai tugas mela-ksanakan pengelolaalt APBD dart bcrtindak

,!

4,



sebagai bendahara umum d.aerah Oaaml na ini Kepala Dinas
Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kota Cimahi.

6.

sosial.

14. Resiko sosia-l adala-h kejadian atau peristiv/a yang dapat menin:bulkan
potensi tedadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarskat sebe.gai dampak krisis
sosial, xrisis ekonomi, krisls politik, fenomena alam dan benca:ra alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan scmakirr
terpuruk dan tidak dapat hiduF dalam kondisi wajar.

Satuan Kery'a 
-pgrangi{at Daerah yang selarrjutnya disingkat SKPD

adalah pe.rargkat dae,3h qada pemerint3h UL."L ..fJu ;;G;;;a4ggaran/barang, mellputi. Badan, Kalltor, Rumah Sakit Umum
larerah, Dinas, Bagian pada Sekretzrriat Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan serta Satuao potsi pamong prqjz.. -- ---
Tim Anggaran Pemerintah Daerah ypng selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yarg dibentuk dengan keputusan watikota d; ,ip;;;
oleh Sekretaris Daerah yar.g mempunyai tuga.s menyiapkan seita
melaksanakan kebiiakan Walikota dalam ra.pgka penyusunan lpBD
ya-ng anggotanya terdiri dari pejabat perencana daeral, ppKD dan
pejabat lajnnya sesuai dengan l.:ebutuhan.

I:11*"_{.!u da::. Anggaran ppKD yang selgnjutnya disingkat RKA_
P?KD adalah fencana kerja dan anggaran Satuan KerJ.a pengelola
Keuaxgffr Daerah dalam hat ini Dinas pendapatan aan nenleiota
Keuargar Daerah selaku Bendalara Umum Daeiatr.

8.

n. ,I-"_1:*..5"!u j* Anggaran SKpD yang selan-iutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perenca:raan. dan penganggaran ya4g berisiprograrn, kegiatan dan anggara.n SKpD.

10. Dokumen Pelaksanaaa Anggaran ppKD yang .seianjutnya disingkat .

DPA-PPKD merupalan dokumen pelaksanaan unggar* Sutu* fi.i
l""s:lo$ I*Tg* Daenrh ilsldffi haI tnl Dirnei prtrdapq1en dan
Pengelola Keuangan Daera.h belaku Bendahara Umum Daerah.

f l. ngkulen Pelaksanaan Lggrr* SKpD yang selar5.utnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen y€{ng memuat pendapataa dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanLn oleh
pengguna aIlggajah.

12. Hibah adalah pemberian uang/baJang dari pemerintah daerah kepa.da
perrerirrtah atau Femerintah daerah la:nnya, perusahaan daerah,
m.asyarakat dan organisasi kemasyarakatrfl, yang secara spesifik
telah ditetapkaa piruntulranr5z, bcrol{at tldak wqjib dan rldak
mengikat, serta tidak se,jara terlrs menerus yang bertujuar untuk
menunjang penyelenggaraan ulusar pemerintah daerah.

13, Bantuan sosial adalah pemberiaa bantuan berupa uarg/barang da-ri
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dar/ atau
masyarakat yang siratnya tidak secara terus menerus dan setektif
yang bertujuan untuk melindungi dafi kemungkinan tedadinya resiko



L

15. I'taskah perjanjian Hibah Daerah seianjutnya disingkat NpHD adalannaskah perjanjian pemberia_rr hiba.h y:ing altarrAa t.o,gad oleliPemerintah Daereh dengan penerima hibah.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjufurya disebut Ormas adalahorganisasi yang didirikan oan 

-oibentuti "or.n -**yrr"L"t 
secarasukarela berdasarkan ke,samaan aspirasi, kehend.ak, kpbutuhar,

kepentingan, kieglatan, da:r tuJuan oriur.- t..p."tisip4si dalam
, pembangunan demi . t€rcapaulya tujuan Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia yan! berdasarkan paacasila dengarr Uentut< eadarr n;iiil-

BAB tI

pasat 2
Ruang lingkup peraturarr 

_ Walikota ini meliputi pergangaran,
pelal<sanaan dai ppnatausahaan, pelaporan dan perta:rgguEgl.awabar
serta monitorlng dan o,aluasi pemb:riaa hibah darl 

'U"rt"fr ,"lirf v*rgbersumber dari ApBD.

pasal g

(1) Hibah sebagaimaaa dimal<sud dalam pasal 2 dapat berupa uang,
barang, atau .iasa

(2) Bantuan sosial sebagatmana djmal<sud dalait pasal 2 dapar berupa
uan€l atau barang.

BAB III
HIBAII

Baglan Kesatu
. Umuru

'I p+sal 4
(1) Pemerintah daerah dapat' memberikan hibah sesuai kemampuan

keuangan daerah.
(2) Pemberlan hibahlseb^gqimana dl$raksud pada ayat (U difakukan

seteiah memprioritaskan pemenuhaq bela5rja rrrusa4 wqjib,
(3) Pemberiiu htbah sebagerimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk menunjaag peacapalan sasararr program dan kegiatan
pemerinta-h daernh dengan mempsrhatikan asas . keadilan,
kepatlltan, rasionalitas, dan nranfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimaaa dima-ksud pAda ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedlkit:

s



' b' tidak wqiib, tiderk mengikat -1* oit* terus menerus setiaptahun. anggaian, kecuali ditentuil 1"i"- 
"r.ir 

- 
;.r",..#perundang-undangan; dan

c. rnemenuhi persyaratan penerjma hibah,

. ' pasal E
Ftibalr dapat dlberikm l:epada ;

a. Pemerirrtah pusal;

b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usala milik negara atau EIUMD; dar/atau
d. badan, lembaga; rlan organisasi kema$yaralatal yalg berbe.dan

hukum indonesia,

Pasal 6
(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebaggimana dimal<sud cralamPasa] S hurul a diheriican f..piO.-1ou_ ke{.a darikementerian/lembaga pemerintah non t"*""1"J* yang wilayah

kery'anya berada clalam Kota Cimahi.
(2) Hibah kepada pemerintal Daerah lainnya sebagajmana aimaksul

dalam pasal S huruf b diberikan t<epaaa Oaerai-otonom baru hasilpemekaran daerah sebagaimana diamanatkan .peraturan
penrndn:rg-undangan.

(3) Hibah kepada ladagr saha Mitik Negara htau RUMD sebagaimana
dirnaksud dala:n pasal S huruf c aiEeritan lafi, Badaa UsahaMllik Daeratrr dalam rangka penerusan frldaA yang dltor{rnapemerintah daeral darl Ferrr"rlrrt"h "."uJ a"rrgu, ketentua,
peraturan perundang-undarrg,an.

(4) Hibah kepada Badaa, Lemboga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yalg berbadan hukum Indonesia sebag4imaaa. dimaksud cialam
Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan, lembaga, dan orga::isasi
kemasyaraka.tan yang berbadan hukum' Indonesla sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undanf,an.

(5) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Orgd,rilsasi yarig berdasa.rkar
peraturan perundang-und.aogan dapat diberikaa bantuaa

a, Kepulusan Menteri Hukrrm dan I{a} Asasi Manusia mengenai
bentuk Organisasl Kemasyarakatan 'sebagai Badan Hukurn
Indonesia;



d

l,

sekurang-
lain oleh

kegiatan yang

. B"glaa Xed-aa

pasal ?
(1) Penerima. Hi rah dapat menyampaii<an usulan hibah berupa, proposaj kepada lValikota,.ang memuat: :

a. Latar Bela_kang;

b. Maksud tujuan;
c. Rincian rencana kegiatan;
d. Rencana penggunaan hibah; dan
e. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

(2) Rincian usulaa hibah sebagaimana dimalisud pada ayat (1) adala;rsebagai berikut :

a. Latar Belakang, berisi uraian tentang gambaran umummengenal fakta-fak1a. dan 
_ 
permasalatrari_petrasaiahan yang

melatarbelakangi dilaksanrt"r*y* kaCl;,J- ;* diajukarnya
usulaa hibah oleh calon penerirr,a hibah;

b. Mal<sud dan Tujuan,. berisi uraian tenialg maksud dan tujuar
. dilal<sanalennya ksgiatan yang akar dibiayaj ofei, a"ra friUllr;*

c. Susunaa Kepenguiusan calon pelerima hibah, bcrisi uraiantentang susu[an penglrus <iar. organisasi t"*..y"_r.J*t_, yrig
rnengajukan usulan hibahl

d. Dorniiili Sek etarial (ca.lon penerlma hlbah, berisi ulaian tentang
keberidaan/algmat sekretarlat Oad orga:risal kemasyarakat€Er

. y.mg meng{ukan usuleo hibahi
e. bentuk kegiatan, ,berisi uraian tentang kegiatan yang akan

dilaksana}.an oleh calon penerima hibat ;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang wal<ru dan
tempat pelaksanaar kegiatai yarrg al<an dilal<sanal<an oleh calon
penerirna hibah;



g. rincian kebutuhan
uraian **; ;.H,Tffil{:"Tffi#"ilT,,:iffi, ffi:pelaksanaan kegiatan 

-ermasut ri"c;; keuro]n.r, bahan danperalatan serta kebutuhan lainnya; d;. 
---

h. tanda tangan dan rrgma lengkap calo:,.r penerima hibah
,^, * h*l**/ketira) serta stempei/cap orgaaisasi/lembaga.
(3) Proposal sebagaimana dirnaksud pada ayat (rt aitri,ri-"up a*,tandatangan oleh:

a. Pimpinan/ketua/kepala atau seblrtan lain instaasi/satuan ke:jabagi pemerintah.

b. Kepala Daerah bagi pemerintah Daerah lainnya
c, Direlrtur utama atau sebutan lain bogr penisahaan daerah dand. Ketua dan sekretaris 

1l::"b:r"" #r;;;;;;;;;;^,. dan organisasi kema.syara_katan v"rrs 
- 
E;;a* hukum

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Baglaa Kefiga
peugaaggatan

. pasal g
Pemerintah, Pemerin.tah Daerah lainnya, perusahaarr Daerah, sertabadan. tembaga, dan organisasi k";.;y;;;;;;;g berbadan
l"Hl. Indoaesia dapat menyamp^if."" r.Jrr,iib"h r".".^tertulis keparla Watikota melaiui- SKPD terkai;--*^ "
ll'alikota mendisposisikan ysulan hibah kepada SKpD sesuaidengan bidangaya untuk riflakrkgn 

"rafuqit, 

--'--* "
SKPD terkatt melakrrkaa cvaluasl usulan hlbafi sebageLmanadimalsud pada ayat (2).

Kepala SKPD menugaskau l:ersonil di lingkup kerjanya untuk
melairukan evaluasi r:sulan hibah.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adeJah sebagai
berikut :

a, memastikaa keberadaau Calon penerima Hibah (badan,
lembaga, dan organisasi kemasyergJ<aq" Vu"g berbadan
hukum ludonedta) yaflg ffiengqttrkan qsulou hrteh (Uaak flktif);

b. rneniastikan domisili/ alamat sckretarilt Calon penerima Hibah
(badan, lcmbaga, dan organisasi kemasyarakltan yang
berbadan hulnrra Indonesia) sebagaimaaa tercantum dalam
proposal yang diajukan cleh cakrn penerima hibah;

c. mengetahui kesesuaian arrtara harga dalam proposal dengan
standar satuaa ha:ga yang berlaku di tirrgk r.rga, pemerintah
Daerah Kota Cimahi atau apabila komponen yang dibutr.rhkan
tidak terdapat dalam star.dar satuan harga, mal<a dapat
menggunakan harga pasar vang berlaku saat itu;



e.

mengetahui kesesuaian I

b*+ "**-ffi#;Xff "l"i#,A":,"ff.".,ffi i:pelaksanaan kegiatsi dengan je; k#.f,"";;'** &
memastikan kegatBn varrg eukan dibiayai dengan dqna hibah 

i'

belum dilarcsanakan ol"n J"ron p"ne, Hff*' 
..clre ruscur

meminLa dokumen-dokua

""r"riu"u,i*i]i,;ffiffi, 
pendukung vang diperlukan

l. Foto Copg l<ar.tu Tanda penduduk Calon penerima Hibah(Ketuq dan Bendahara);

a

4.

5.

S:3t Pemyataen p:rmohouan hibah yang ditandatanganioleh celon penerima hibah @aaan, ;;;;'L^"
frg.anisli kemasy.ara-katan yang berbadan, hukumIndonesia);

Surat P. ernyataan tidak terjadi. konllik intertral yangditendatangani oleh calo

l.,lb,gn,,ii' ".*";i?"L.$?ffi; li"? r",n*?hukum Indonesia);
6. grffat pcfirybiq.an ftaak fic_r.neh rflondapatkajr h{beh 66cara

teruq m.gnerus ya.rrg ditandatangani otefi calon penerima
hibah;

ayat-ayat
peraturan



pp.sal 9 l,,,:."11?,jf:r^l3:l l.:l**o ,* a, hgkup ka{.axya untukmelal<ukar evaluasi kembari d.d"o l;;il ;"#ffiIlrH:"-(2) Evaluasi yang dila.kukerr 
.oleh tirn sebagairnana dimalsud pa<1aayat (1) adar. ah.sebagai berikut: - ------ :

a. Evaluasl Atlministrasi; dan
b, Evaluasi Teknis.

(3) Tim sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat diberika-nhcnorarium berdasa:.kaa Standrr giava yarrs i"rf.i",
Pasal 1O

(1) Rekomendasi kepala SKP^D dan petimbaagan TAPD sebagaimanadimal<sud datam pasar 8 ayat (3) d;-"; lij meniaai aasa,pencantuman alokasi anggaran hibah dalanr .*l*g* KU.A, danPPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimaaa dimalsud pada ayat(i), meUputi anggaran hibah berupa rianc, ;"r;;, aurr/ atau jasa.

Pasal 1l
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa bgrang atau jasa dicantunikan dalam RKA_SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKpD,'sebagaimana dimaksud pada ayat (Udan ayat (2) menjad. oara, p"nga;[.i* rrli#i"al* ApBD sesuaiperaturan perundang-undax.gAn.

Fa;al 12
(1) Hibah berupa uang sebagatnana dtmaksud dalam Fasal 9 ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok belanja'tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belaaja hibah, dar rl.r:cian oUyef< UeUnja hibah ;;;
PPKD.

(2) HibaL berupa barang atau jasa sebagairn.ana dimaksud da-1am pasal
10 ayat (2) diaaggarkan dalam kelornpok belanja langsung. yang
diforrnulasikan ke dalarn prottram dan kegiatari, tang diumji;; k;'
dalam jenis belalr.l'a barang .dan jasa, obyek belanja hibah barang
atau jasa dan rincran obyek barang atau jasa yang diserahkarr,
kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKpD,

,

Brqla'r N€crnpet
Pelaksanaaa daa Peaatausa.haaa

Pasa1 13

arggara! hibai berupa uang berdasarkan atas DPA-{1j Pela-ksana a-
1rPio.



(2) Pelaksanaan angga.ra[ hibah berupa barhng atau jasa berdasarka-r
atas DPA SKPD.

(31

(4\

pasal 14
(1) Walkota menetapkan daJtar penerirua Hibah beserta besaran uangalau jenis barang atau jasa yang ekan dihibahkan dengai' Keputusan' Ifa]ikota Clnrairi Oerdasart<qn peotur"o Daerah Kota

Ciinahi tentang ApBD dar peraturan Walikota Cimahi teatang
penjabaran APBD.

(2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
menjadi dasar penyalur.aa/penyerahaa hibah.
PPKD membuat surat prmberitahuar kepada penerirna. hibah
sebagaiman4 6isoLsud pacia ayat (2) mefalui SKpd terkait.
Penenma Hibah sebagainrala dimaksuri pada ayat (1) m.ela.1<ukan
Peru baialt Rencana Angg4:all piaya (RAB) dalam proposal sesuai
denga:r nilal hibah yang akan diterima sebagaimana tercant,.lm
da.larn surat pemberitaltrran darl ppKD untuk diusulkan kembali
ke Walikota melalui SKpD terkait.
Kepala SKPD menugaskan p"r"orril di lingkup kerja.nya untuk
melakukari evaluasi perubahan rencana anggaran biaya.

lvaluasi sebagaimana dimal<sud pada ayat.(S) sesuai dengan pasal
8 ayat (5).

Kepala SKPD 
-me-ngqiukan 

Nota Dlnas pencairan sesuai dengan
hasil evaluasi kepada Walikota dengan melampirkaa proposal yang
dilengkapi dengalr persyaratan pencairan ihibah.

(s)

(6t

(7t

(8) Nota dinas jatrg telah dllgtrlul Wajlkota dldlsppEtsiksn kEpada
PPKD untuk proses pencair.an.

(9) PenTaluran/Pen;rerahan Hiba} dari pemerintah kota kepada
penerima htbal dilakukan seteiah penandatanganar NpHD, Birita
Acara, pakta Integritas dan I(uitansi.

(10)Pencairan/Penyaluran Hibah dala:n bentuk uang dilakukan
dengan mekanisme pembayai'an langslrng (LS) dad ppKD ke
I:ekening Penerima Hibal.

(1 1J Pencairan/penyaluran hibah sebagaimana dlmaksud Pasal 14 ayat
(8) dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
a. beianja hibab. untuk Pemerintah dan Pemeriotal. Daera-h

Lunnya, terdfu{ dari :

1. surat permohor:aa pencairan belanja hibah kepada
Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rer^c..na
penggunaan belanja hibah.

2. Keputusan Walikota cimahi, tentarg penetapan penerima
hibah.

NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah piha-t<



atas
y3rlg

4.

5.

6.

hibah
yang

b.

nama. instansi dan/atau rekening- fals Umum- Olrar,

tentang penetapan penerima

dal organisasi
Indonesia dan

dilengkapi

l

d
h,

5.

6.



7. Pakta 
llieClras rJuri penerirna. hibah yang menyarakanbahwa hihah yang citerima 

"t 
ro arg""J*'..r'uli o.r,**NPHD,

8. Keputusan Walikota Cima}ri tentang penetapan penerimahibah. e r ----r-rsr l,

o

d.

dilengkapi

o

o.

4.

sustinarr pengurus.

surat keterargan domisili dari pejabat setempat.
sa-linan7i11e16 cop.y Kartu T anda penduduk (KTp) atasnama Ketua/pimpinan/pengurus, lembaga/organisj ya,ng
bertanggungiarwab sebagai penerima,beiairj^ iriuJ. 

---'
Rekomendasi dari Instansi diatasaya bagi Badan, Lembaga
dan organisasi yang berdasark* p..itu* ;;;;;*-undangan dapat diberikan bantrtan ttu*rgarrTfriUafr.--'

5.

6' salinan/plroto copy rekerring bank yang masih aktir atas

7. NPHD yang ditarrdatangani clen kqciua belah pihak.
8. pakta integritas dari peneri:na bibah yang menyatakan

bahwa"hibah yang diterima akarr digunaf<an"...;;i;;; .

NPHD, I,

g. l(epuhlBan Waiikota Cirrafit tentd$g peqsttarg*r pendfirn*
hibah,

10. salinan/photo copy NpWp
(l2)SKPD terkalt meryampailiaur belkas kel.er:gkapa:r administrasi

pencairan hlbah berupa uang dari, penerinea hibah sebrgaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD dengan lembar pengartar.

(13)pencairan/penyaluran hibah dalam bentuk uang dapat dicajrkan
sekaligus dan/atau bertahap sebagainrana tercantum dalam
NPHD,

(14)penyerahan hibah dd^rn b.rrtrk barang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangah.

(15)penyerahan hibah dalam bontuk jaEa dilalukan sesuai ketentuan
p eraturan perundang-und-ar5an.

lasal 15

(1) Setiap pemberian hibah d'.tuangkaa dalam NPHD yang
ditandatangad bersama oleh Walikota dan penerima hiba-h.



{2) SKPD/Unit Kerja menyiapkan 
.konsgp NpHD sesuai bidangtugasnya dengan dikocr<1i""..it_ t"p.aa'suci;"rutu*.

(3) NPHD sebagatmana dtrnaksud paaa ayat ftflrf*e ;.dro.t merruarketentuan mengenai: t ', var.,rE

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuah pemberian hibah;
c. besaran/rrnclan penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kew qiiban;
e. tata cara penyaluran/penyei.ahan hibah; dani. tata cara pelaporan hibah.

(4) NPHD ditandatarlgani oteh Waiikota melalui pejabat yang ditunjukyang meliputi :

a. Hibah Uqng oleh Sekretaris Daerah; dan
b. Hibah Barang/Jasa oleh Kepala SKpD.

pen-garlaan berang a€.n.iasa aaraT"*:t hibah sebagaimana dimaksuddatam pasal 3 ayat (1) berpedoma:: p"d;;;.;;;"" illioa*g_uha*g*.
Bagla.a lleUaa

pelaporaa daa pertangguuglawabaa

, 
pasal 17

(1) Pererima hlbah berupa uaflg rnenyampa.ikan laporan penggunaanhibah kepada walikota metarui i,pr6 ;;;g; tembu+n sKpDterkait. . e--
(2) Penerima hibah berupa 

- 
bararg atau Jasa menyampaikan laporanpenggunaan hibah kepada walikota melal.r1i kepala sKpD terkait.

. (3) 
?.1?lII ha.l pencairan 

.dan,/-atau 
pcnyaJuran belanja hibah ya.Ilg

dilaksana_kan secara bertahap, ;r; p"rr"riri. belanja hibah
berkewqjibaa mqnya:npaikan laporen pirrggurrrm hibah setiaptahapan paling lambat sebelum plhks*r-r.rri."""i.""lpa"VJrrJ
tahap berikutnya.

(4) Bagl Badan, Lembaga dan organisasi yang dibentuk berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat
diberilan/dialokasikan melalui pemberian friUah i".iip, u*e
setiap tab.un €rnggararr, merka penerima hibah beii<ewajibai
menyarnpaikan.laporau pengguitaRn hibah pada tahun sjbelumnya
rrntuk pela}sa.uaan pencairaa/penyaluran hibah pa{a ta.hun
berkenaan.

Pasal 18
(1) Flioah berupa uang dicatat sebagai rea.lisasi jenis belagrja hibah

pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

I



/2) Hibal berupa barang atau jasa
belanja htban pada jer.is beianja
dan kegiatan pada SKPD terkait,

i

dicdtat sebagai
barajng darr jasa

realisasi obyek
da.lam program

1. Surat perrrohor,rarr 
,p*g3""" belanja hibah kepada W.alikotamelalui SKpD terkait, aileng-tapi iaciro 

-[""*u 
penggunaanbelanja hibah.

2. Surat Keputusan Wa.likgta Cimahi, tentang penetapan penerimahibah.
3. Palita integritas dari. penerima hitah yang menyatakan baliwah:ibah yang diterima a-kan digrrnakan ...uai-i.rrgrl ueHo,4. satinan/photo copy Kartu Tanda p""Jra"t (KTp) atas namapimpinan instansi 

?tur1 f:pl" D".r.l, ;;; bertanssunsiawab
sebagaj penerima belanja hibah

5. Bukti tralrsfer ua.ng atas pemberian. hibah berupa ualg atau bukti' serah terima barang/iaga 
"*. p."rU-.ri]" hibal.r berupabarang/jasa. ,r '

b. Beianja hibah untuk perusahrl,a.rr daerah, terriiri dari :1. Surat permohonan pencg.iran O"fu"-ia frlial, kepada Watikotamelalui SKpD terkait, dilengkupi ,i""la -r.rr.*" p.rrggrrr.*belanja hibah.

hrbah.
NPHD

e,
o,
L

6.

Pa1ita lntegrltas darl penerima hlbah yarrg menyatakan balwahibal yang dlterlma ak:n dtguna}an ,..irf i.r,goi Npuo.
Salioan/photo copy y,^tttt Tanda pcnduduk -(KTp) ;; ."*"
direksi atau sebutan lain 1:erusahaan dacrah atau p".".r.o* yrog
bertalggungiawab sebagai penerima belanja hibah.
Bukti transfer uang atas pernberian hibah berupa uang atau buktiserah terima barang/jasa atas penberian hib;h beruoa
barang/jasa.

Belanja hibah untuk bedan, lembaga, dan organisasi kemasvarakatan
yang berbadan hukum indonesia, terdiri dari :
1. Surat perrnohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian

rencana penggunaun belanja hibah.
2. Susunan Pengurus
3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
4. Salinar/photo copy Kartu Tartda penduduk (KTp) atas narna

Ketua/pimpin anlpengurus lembaga/organisasi yarg
bertalggungjawab sebagai penerima betanj a hibah.

5, NPHD

, pasal 19pertanggungiawaban pemerintai, fota Cimahi atas pemberian hibairmeiiputi:

': fl:f,*#:ah untuk ptrnerintah dan pemerir:tah Daerai Lainnya,

2. Surat Keputusan \lralikota Cimali, tentatg perietapan penerima



6. Pakta integritas dafi_ penerima hibah yang menyatakan balwa
_ libah yang diterima akqn cligunakan 

"."1_rJ 
i.rr*L *pfro.,. 13* Kepurusan WalikoLa bi-rti, ,""rr"e ;.?,;*pr"lerr".i*ahibah.

8. 
Pu.ktl transfer uang atas pemberian hibah berupa uang ataubuktiserah terima bzu.ang/jasa atas p..t..i* hibah berupa
barang/jasa. .

Pasal 2O
(1) Peneiima hibah bertanggungiaaah secara formar dan materiar ataspenggunaan hibah yang,diterimanya.
(2) Pertanggun$awaban penerima hibah rheliputi:

a. laporan penggunasn hlbah;
b. -l* pernyata-an tanggung jawab yang menyata.kari bahwa

hibah yang dlterima telah dtgunakan sesuai NpHD; dan
c. bukti-buli*I pengeiuaran yang lengkap dan sa}l sesuai

pelatura! perundang-undangan bagi penerima hibair berupa
uang. at4u._ salina[ bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barangTj asa,

(3) Pertanggungaviaba, sebagaimana Oiiaksud pada ayert (2) huruf a
dan huruf b dlsampaikan kepada Walikota paling lambat targgal L O
bular Januati tahun an&!ara! berikutnya, kec;ali ditentukan lain
sesuai peraturan perundalg-undangan.

(4) PertanggungJawabeu: sebagainrana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpaa dan dipergunaka,u oleh penedma hiban selaku obyek
pemeriksaan.

[5) Datam hal belh4ja hibah terdapat sisa anggaran pada penerima
Hibah sampal dengan 31 Desember Tahun be{a1an mal<a penerima
hibah harus mengembalikan ke Kas Daerah paling la:nbat tanggal
10 bulan Januarj. tahun berikutnya dal dibuktikan Surat Tanda
Setolan dari Bendahara Penerimael pemenintal Kota Cimahi.

Pasal 21
(1J Realisasi hibal dicantumkan pada laporan keuanga-n pemerintah

daerah dalam. tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
hibah sampat dengan a-khir tahun aaggaran berkenaaa dil.rporkz.n
sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal22
(1) Realisasi hibah berupa baraag dan/qtau jasa dlkonversikan sesuai

surdarakuntansi pemerintahan pada laporan realisasi angaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporar, keuargar dalam
penyusunan laporan 

feuanean 
pgmerintah Kota Cimahi. 

,



{q-/

(2) Format konversi dan pengungkapan hilah berupa bararrg dan/ataujasa sebogai'"an" g*:io .0.^or'*.i--Ol tercantum padaLampiran II peraturan lValikota ini.

. ] DAAIV
sANr;iti sosrAr

Baglan Kouatu
Uaua

(1) pemerintah K"ta ct-"hi d:;::;:-u".**:urot 
"r. 

sosior kepada
anggota/kelompok sesuai kemampuarr keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuEim sosial sebagaimona dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritastan pemenuharr belalja urusanwa.j.ib denga:r mernperhatil*u.r u.u, t 

".aU,rr,, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat unhrk masyaralart,

pasal 24
Anggota/kelompok masyarakat sebagajmana dima_ksud dalam pasal 22
ayat (1) meliputi:
a. individu, keluarga; dan/atau masyarakat yalg mengalami keadaan

yang tidak stabil sebagai akibat deri }crisjs.sdsiat, ekonorn! politik,
bencaria, atau feoomena ala:n agar dapat *"*"rrrrhi t<etutufran ruaup
minimum;

b. lembaga non pemennkihari bidang pendidikaa, keagamaan, dan
bidaag laiu yang berperen untuk melindurigi individu, kelompok,

pEsal 25
(1) Bantuan sosial berupa uang kepa.da hqii,idu dan/atau keluarga

sebagaimana dlmaksud dalEm Pasal 2a huruf a, terdiri dari
baltuan soslal lrcpadp indi.vldu d,eti./ ahu kelu.eirga ya;rrg
direncanakan dan yang tidak dapat dircncanakan oebelurnnya.

(2) Ban.tuan sosial yang direncanakan sebagaimand dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga ya-ng

sudah jelas nama, alamat peuerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(3) Banruan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana di'naksud peda ayat (1) dialokasikan rrntuk
kebutuhan akibat resikct sosial yang tidak dapat diperkirakem pada
saat penyusuflan APED yang apabila difunds, penanganannya akan
menimbulkan rcslko eosial ypng lebih besar bagi individu tlao/atau
keiuarga yang bersangkutan'



(41 Pagu a.lokasi anggaran 
ryg ugrt 

iioat direncanal<an sebelumnyasebagaimaaa dimaksud pada ayat tsl tfd;*;;hi pagu alokasian&gsran yang direncenak€-r, u"uue*;rri"-d;Jrio o.ou ayat (2).

pasal 26
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana,dimaksud dalan pasal 22ayat (1) memenuhi kriteria pa.irinl sedikit: 

----*'-** '

kecuAli dalam

barrtuan sebag€imana. dimal<sud

pemerintahan Kota

a. selektif;

b,

a.

b.

(4) Kriteria bersifat sementa-ra dal: .tidak terus menerus sebagaimaaaldimaksud pada ayat (u huruf c aiartitan uJwa pemberian
llli* sosial ridat< weiib Can tidal harrrs il"rft;, "J;il;;;anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat ben<elanjutan sebagalmana <limaksud padaaya; (1) huruf c dlertfl{$ bEhwe tc,rltu€t 0osldt dapat Oiueitansetiap tahun aJrggaran sarnpai pencrlma taniuan te.Grr repas a-J
reslko sosio.l. 

,

(6) Ikiteria 
. 
sesuai- tujuan penggL,.naan sebagaimana dimaJ<sud pad.a

ayat (i) huruf d bahwa tujrran pemberlan bantuan sosial rireiiputi:
a. rehabi litasi soslal;

b, perlin dungan sosial;

c. pentberdqyaaa sosial;

d. jarninan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. p er:anggularrgan bencana.

Pasal2T
(1) Rehabilitasri sosial sebagaima:ra dimaksud datam pasal 25 ayat (6)

huruf a ditujukan untuk memuJihkar dan mengembangkan



' kemampuan seseorang yang mengatami disfungsl sosial agar dapatnrelaksana-kan fungsi sosialnya secara wqiar.
(2) Perlindungah sosial sebagajmana aimaf<quA dalam pasal 25 ayat (6)huruf b ditujukan untuk men.egeft dqn menangani regiko dariguncangan dan kcrentanan sosial seseorang, kehiarga, k i;*;;k

masyara-kat agar. kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai

(3) Pemberdayqan sosial sebqgalma.rra dirnaksud dalam pasal 25 ayat
(6) huruf c ditujukan untuk me4jadikan seseorang atau kelorniok
masyara}at yang mengal,.rnri masalah sosia.l mempurrj,* aaya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan _dasarnya.

[4) Janrinan sosial sebagaimana dima]rsud dalam plsd 25 ayat (6)huruf d merupalan skenra yang melgmbaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

( 5 ) Penanggularrgan kemiskinan sebagaimana. dimaksuct da-la-ru pasa]
25 ayat (6) huruf e merupakan keb{jal<air, prograr-, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keiuarga, 

-i.eiompoL 
*".y;;;;

yang tidak m€mpunyal atat' mempunyai srrmber mata pencaiarian
dan tidak dapat memgnuhi kebutuhan yang iayak bagi
kemanusiaan.

(6) Penanggulaflgan bencana sebagaimala dimaksud dalam, pasal 25
ayat (6) huruf f.meiupakan serantrkaian upaya yang ditujukan
rrntuk rehabllita.si,

Pasal 28
(1) Rantuan sosial dapat berupa uang.atau barang yang direrima

langsung oleh penerima bentuan sosial.
(2) Bantuafl soslal berupa uang sebsgaimatra dlfjla]{sud pada ayat (1)

adalah uang yang dlbet{kar:. secara largoung kepada penertma
seperti beaslswa bagi anal< nriskin, yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskln, rrasyarakat lanjut usiei, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra putri pahlarvan yang tidak ma.rnpu,
santunan korban kebakaran bagi maoyarekat Kota Cimahi,

(3) Bar^tuan sosial bcrupa barang sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

ada.lah barang yang diberikan secara langs:rng kepada penerima
seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah truar.biasa:' swasta dan raasyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayarr miskin, bantuan makanan/pakaian kepajda yatim.
piatu/tuna sosie.rl, ternak bagi kelompok masyaJal<at kurang
mampu.



Eaglan Kedua
Peagarggaraa

Pasal 29
(1) Anggota/kelompok *o:{T3kut meny.ampaikan usula-n tefiutis
(2) SKPD 

. terkalt untuk melakukan evaluasi usuian tertulis
. - sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
(3) Kepala SfPO ierkalt sebagatmana dinraksud pada ayat (2)meny-ampaikarr. hasil eva.luasi berupa rekomendasi kepada Watikotamelalui TAPD,
(4) 

11P? memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimeksud pada ayar (3) sesual d""sr" p;;;;;?*, k"rr.*puu.keuangan daerah.

., pasal B0
(1) rl.ekomendasl kepala SKpD clan pertimba;rgan TApD sebagaima:_. adimalsud dalam pasat 2Z ayat (3) dan iii.- i,ol menjadi dasarpencantuman alokasi angganm bajrtua[ sosia] dalam rancargan

KUA dan PpAS.
(2) Fencintuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi anggaran bantrran .o.i.f U.irp" uang dan/ataubarang.

1

(1) Bantuar sosial berupa uj;"fl;',r.** dalam RrG-ppK).
(2) Bantuan sosial berupa barar.g dicantumkan dalam RKA_SKPD,
(3) RKA-PPKD dari RKA-SKPD sebaga:.mana dimal<sud pada. ayat (1)

dan ayat (2) meajadi dasar pe,ng,snggaj.ar baatuan 
- 
sosibl 

-dala-rn

APBD sesual peraturan perundaag..undan$an. : ------

pasal 82
(1) Bantuan soslal berupa uarg dlanggarkqn dalam kclor:npok belarlja

tidak langsung, Jenls belanja bantuan, sosial, obyek belanja
bantuan sosial, dan rincian obyek belada batrtuatr sosial pacla
PPKD.

(2) Crbjek belanja bantrran sosial dan rincian objqk belanja bantuan
sosial sebaga.irnana dima}sud pada ayat (1f meliputi:
a. individu dan/atat keluarga; :

b. masl'aral<at; dan
c. lembaga non pemgrintahrur.

(3) Bantuan soslel . berupa baraug dlanggarkan dalam kelompok
bela::ja laagsung yang diformulasii<an kedaiam proglam da-n

kegiatan, yarrg diuraikan kedalam jenis belanja barang dan .jasa,
obyek belanja bantuan sosial barang dan rincia,n obyek belanja
bartuan sosial barang y arg diserahkan kepada piha-k
ketiga/ masyarakat pada SKPD.



Bagiaa Ketiga
Pelaksaauaa d.an peaatausahaae

.\

Phsal 33
(1) Irelaksanaafl anggaran bantuan sosial berupa ua,,g berdasarkan

atas DPA-PPKD
(2) Pelaksanaal anggaran bantuan sosia.r berupa barang berdasarka,n

atas DPA-SKPD.

Pasal 34
(1) walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosiar

dengan keputusan \l/allkota Clmahi berdasarkan peraturan daerah
Kota Cimahi tentarg APBD dan peraturan Wafikota Cima]-li tentarg
pcnjabaran APBD..

(2)

(3)

Penyaluran dan/alau penyerahan bantua.n sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat.(1), kecuali bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga, yang tidak dapat
direncanakaa sebelumnya sebagaimana dimalisud aaarn pasat iS.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu rlan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanal<an sebelumnya sebAgaimana
dimaksud dalam pasal 25 didasarkan pada pemrintaen tertulis
clari individu dan/atau keluargp yang .bersangkutan ar€.u surat
keterangaa dari pbjabat yarrg berwenan! serta mendapat
persetujuan trl[alikota setelah djyeri{ikasi oleh SKPD terkait.
Pencairan bantuan sosla.l trerupa rlang dilakukan d.engan ca-ra
pembayaran langoqng (LS),
Pencairaa/penyaluran batitugn gocldl'ccbagslfirqfio dimaksud
Pasal 34 ayat (4) denga:r kelengkapan administrasi; sebagai

(4)

(5)

berikut:
a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, dar/ atau

masyarakat, terdiri dad :

1. Surat permohonal llepada Walikota meialui. SKPD terkait,
dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sbsia,l.

2. Surat keterangarl dornisili dari pejabat setempat.
3. Qalinan/photo copj' I(artu Ta:tda Penduduk (I{Tp) atas
' nama tndividu, keluarga, dan/atau masyarakat .penerima

barltuarl sosial.
4. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang

menyata}an bahwa bantuan sosial yang ditefima akan
diguflakan sesuai dengan usulal.,

5. Salinan/photo copy rekeniog bank yang masih aktif atas
nama inriividu, keluarga, dan/atq.u masyarakat . penerima
banflran sosial.



(6)

17t

r8)

(e)

6, Surat Kiputusan Wajikota Cimahi, tentarg penetapax
daftar penerima bantuan sosial.b. bantuan sosieJ kepada 

]emlaga nor. pemerintaial bidangpendidikan, keagamaan, dan bidang lain vang U*p"r* u"tJmelindungi iindividu, kelompok, aanTatau mLsyara-kat, rerdirioafl:
1. Sutat permohonan kepada Waiikota melalui SKPD terkait,' diiengkapi rinciar rencana penggunaan baJrtuan sosial.2. Susunan pengurus.

9 :"r.t kete5aagan domisili dari pqtabat setempar.a. Salinan/photo copy Kartu Tanda penduduk (KTp) atasnama ketua'/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi
penerima bantuan sosial.

5. Palta ; integritas dari penerima bartuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akar
digunakan, sesuai dengan usulan.

6. S"linan/photo copy rekening barrk yang masih akti.f atas
nama lembaga/orgalisasi penerima bantuan sosial,

Z. !u3t Keputusan $/alikota Cjrnahi, tentang penetapar
da-ftar penerima baatua! sosial,

SKPD terkait menyampaikaa berkas kelengkapan administra.si
pencairan barrtuarr sosial berupa uang dari pinerima bantuan
sosial sebagaimana dimal<sud pada ayat (S) kefada ppKD dengan
lembar penga:rtar.
Dalam hal penyaluran,/per,cairan apabila calon penerir:a ba-ntuan
sosial individu, keluhrga, danlatau rnasyarakat meninggal dunia.,
mal<a bantuaa soslal diberjkan kepada yang memiliki surat
persetujuan kuasa dengatr berdasarkan surat keterangan ahli
waris darl pejabat se.tempat (Ketua RT, Lgrah dan Camati.
Dalam hal bafltuan sosial berupa uahg dengan niiai sampai
dengan Rp. 5.OOO,OOO,OO (iima .iuta ruplah) pencairannya dalat
dilakukan nrelalui mekanisme tarnbah uarjg (TUI,
Penyaluran daha bafltuan soelal kepada penerlma bantu.an social
sebagaimana dlmaksud pada €yat (a) dtlengkapl denga! kuitarsi
bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35 \
Perrgadaan barang dan Jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana
dimaksrrd dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perunda:rg-
undangan.



(1)

(21

(2t

(1)

Bagtin 1;.u-r.,

(i)

(2t

Pasal 37
Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
bela4ja bantuan sosial pada ppKD dalam tahun anggaran
berkenaaa.
Bantuan sosial berugra barang dtcatat seba€ai rea_lisasi obyek
belaaJa bdntuan sosia-l pada jenis belanja barang dan jasa
dalarn program dan kegiatan pada SKpD terkait.

pasal 3B
(1) PPKD mqmbua! rekapitula{ri penyaluran bantuarr sosial

kepada individu dan /atau keluarga yarg tidak dapat. direncana}an se.belumnya. sebagaimana, dimaksud dalam
Pasal 34 paling lambat tanggal S Januari tahun anggaran
berikutnya.
Rekapituiasl sdbagalmana dloaksud pada ayat (1) memuat
nama penerima, alanat dan besaran baatuan sosria.l yang
dlterlnra oleh masirrg-rnasing lndividu dan/atau keluarga,

Pasal 39
Pertangigungiawa.ban Femerintah Kot?. Cimahi atas
pembedafl banfil9jl Eoslal fiouputti
a. indlvidu, keluarga, dan/atau ma.syarakat, terdiri dari :

1. Surat permohonan kepada Walikota mela-lui SKPD
terkalt, dilengl:api rincian rencana pepggunaan
bantuan sosia.l,

2. Surztt keterangan domisfll dari pej4bat setempa.t.
,3. Salinar/photo copy iGrtu Tanda Penduduk (KTP) atas

nama individu, keiuarga, oart/atau mhsyarakat
penedma bantuan sosial.

4. Pal<ta integritas dari penerima bantuar, sqsial yarlg
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diteriha akan
digu4ai<an sesuai dengan usuian.

. 5. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang pcnetapan
daftar penerima bantr:.an sosial.



5. Pa}ta integritas dari petnerlrna bantuan sosial yang
m.:nyatakan ba_hwa bantuan,sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan.

6, Surat Keputusrxr Walikota Cimahi, tentang penetapan
dafter pcnerima bantuan sosial.

7. bukti transfer/ peuyerahan uang atas pembeiian
bantual sosial berupa uang atau bukti seruh t€rima
barang atas pemberian bantgan sosial berupa barang,

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
an$<a.4 dan 5 dikecualikan terhadap bantuar sosial bagi
individp dan/atau keluarga yalg tidak dapat direncanakan
sebelurr.nya.

.Pasal 40
(1) Penerirna bantuan :sosial bertanggungjawab seca5a formal

dan materlal atas penggunazm bantuan sosial yang
dlterlmanya.

(2) Pertarlggungiawaban penerima bantuan sosiar meliputi:
a. lapoian penggunaal bantuan sosial oleh penerima

barrtuarr soslal;
b. surat pemyata,rn tanggunglawab yang menyatak€n bahwa

bantuan sosial yang cliterima' lelqh digunakan fresuai

dengan usulan; d'..rr

c. bukti-brtkti pqngeluajan yang lengkap dan sah . sesuai
peraturan perundang-undangan b4gi penerlm4 bantuan
sosial berupa uaJlg atau salinarl bukti serah terima
barang bagi penerlma bantuan sosial berupa ba-r;ang.

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b dlsa$paikeln kepada kepala daerah

paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecua.li ditentukar laia sesuai peraturan

perundang-undangar.



(+) Pertfiggungiawaban sebagaimanar dimaksud pada ayat (2)huruf c disimpan dan drpe.guna-kan oleh. penerima bantuansosial selaku obyik pemeriksaan.

pasal 41
bantuar s.gsial dipaltumkan pada laporallpemcrintah tiota Ciriahi dalam tjun *;;;

(2) Bantusn sosial berupa trarang yang belum diserahka:: kepadapenerima bantuan sosial sampai dengal akhrr tahunanggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neracai

. pasal42
Rea.lisasi 

.bantuan sosial !en:,pa barang dikonversikan sesuai standarakuntansi pEmerintahan pad?. iap cian .."riJ angga-rarr dandiungkapkan pada catd.tan 
-atas 

lapoia:r teuangal Jrl* p"rry,,"rr,*
laporan keuangan pemerintah kota Cimafri.

BA3 V
MONITORING DAN EVALUASI

. pasal 43

(l) Reatisasi
keuangan
berkeuaan.

(1)

(2t

(3)

SKPD terkait melakukan monitorirlg dan evaliiasi ataspemberian hibah dert bantuan sosial. - : --'--
n.l* SKPD menugaskan personil di lingkup keganya
urrtuk melakukan monitoring dar, erzaluasi atas pemberian
hibah dan bs-nt'uan' so'slal.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimaaa dimaksud pada l

y"1 _(11 
dtsampatkan kepada Walikota dengan tennbusan

(melalui) untuk ditindak lanjuti Inspektorai Daera-h Kota
Cimahi.

Pasal 44
Da,lam ha1 hasil monitoring dan evaluasi sebagalmaaa dima-ksud dalam
Pasa-l 43 ayat (21 tefd4pat pengguirafil htbah ataU lanttratr sosial yaag
tidak sesuai dengan usulan yang t€lah d{setuju{, pcng.rbire' hibalr atai
bantuar sosial yang bersangkutan dikenal<an sanksi sesuai denga-n

PEMBIAYAAN

P'asal 45
(1) SKPD dapat menan.ggarLcan biaya operasional bagi pengelolaLn hibah

dal bans:s dalam DPA, SKPD mastng-araslng
(21 Besaran angga.ran mengacu kepada standar analisa belanja (SAB).
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AAB VII
I(EIENTUAN PEIIUTUP

pasal 46
(1) Dengan berlalunya Peraturan walikota ini, ma,ka peraturan rvalikota

Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran peiakpanaan
Dan Penateusahaan, pertanggungiawaban Dan pehp6rani Serta
Monitoring Dan Evaruasi Hibah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi,

(2) Peraturaa Walikota ini mulai berlalu pada tahun angggrarl 2013,
dengan ketentuan apabira terdapat kekeliruan adam p-e-{retaiannya
al<an diperbaiki sebagairna4a mestinya. :

Peraturqn Vr'alikota ini berlaku
Pasel 47

h,
20\:


